PENGADILAN TINGGI AGAMA

JAWA BARAT

JL. SOEKARNO HATTA NO.714
TELP. (022) 7810365 / FAX. (022) 7810349 KODE POS 40293
homepage : www.pta-bandung.go.id / e-mail . surat@pta-bandung.go.id / pta-
bandung@badilag.net
BANDUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN PERCERAIAN PNS

Nomor SORAS/11

Tanggal Pembuatan / 26 Febﬁx@ri 2016

Tanggal Revisi /01 Maret 2Q18

Tanggal Efektif / 01 Maret 2078

Disahkan oleh | KetuaPengadian Tinggi Agama Jawa Barat

\ = U/

Drs. H. BAHROSHAM YUNUS, S.H., M.H.
NIP. 19530422.197601.1.001

DOKUMEN MASTER ; v

DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN |-

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

DOKUMEN KADALUARSA

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Mamer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan L 52 Hukur'n
Agama 2. $-2 Manajemen
3. S1-Hukum Islam/Syari‘ah
4. 5-1Huk
2. Undang-undang Nomeor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur y '"f"
Sioil Neaara B, $-1 Manajemen
P gara. 6. 5-1 Komputer
n p . N 4 . 7. D-3 Manajemen
B o o 9" | & 02 Tehnkinformata
01 ey SRSt 9. SLTA {SMA/SMU/MAN/Sederajat)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Afas Peraturan Pemerinfah Nomor 10 Tahun
1983 tentang I[zin Perkawinan dan Perceraian Baagi
Pegawai Negeri Sipil
5. | Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil




Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

SE Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 fentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1950
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil

KEPSEKMA Nomor @ O01/SEKAZ.07/Vi2010 tentang
Pendelegasian Wewenang Mengenai
Penolakan/Pemberian lzin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Megeri Sipil di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya

10.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.G2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.
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PERALATAN/PERLENGAPAN

SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian
Wewenang

Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data)
Printer

Buku Pedoman

Alat Tulis Kantor

Media Penyimpanan/Flashdisk

Lemari Arsip

Sitn Bl s

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian {jin
perkawinan/perceraian akan terhambat

Aplikasi SIMKEP, Buku Induk Kepegawsaian




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PERCERAIAN

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Kasub Kabag
Pengadminist B Tim | Perencan Persvaratan Waktu
rasi ®3 | pemeriks| aandan | Ketua ¥ Qutput
Kepegawaian ::E‘:":gl a kepeg/Se f Perlengkapan
kretaris
Hari ke
(Y Surat
1 Menerima permohonan izinj{_ Permohonan 1 periimbangan
perceraian [ pejabat
5 Menelaah permocheonan  izin E‘”L*‘ :‘ngg&?:::' 1 pertimbangan
perceraian I isteri, jaminan pejabat
I § wrp——— "
3 |Melakukan telahaan staf L———>L _j penﬁgﬁnan 2 perg;r;gggtgan
4 |Memberikan peﬂimb_angan atas Surat , keputusan
permohonan perceraian H permohonan pejabat
5 |Meminta keterangan tambahan R
(ika di dalam permohonan | i Surat 9 keputusan
betum meyakinkan) = permohonan pejabat
6 (Membentuk Tim Pemeriksa A . SK Tim
LW.IWJ Konsep SK Tim 3 pemeriksa
7 |[Membuat SK Tim Pemeriksa =t ] SK Tim
R Konsep SK Tim 3 pemeriksa
8 |Mengoreksi SK Tim Pemeriksa Ya ] .
dan memberikan paraf 0 tidak Konsep SK Tim 3 pSH}:eEIZa
9 |Mengoreksi SK Tim Pemenksa B .
dan menandatangani 'Q Konsep SK Tim 3 pgnf;;ga
T o st [ | erngan
g Rt ™ pemeriksa tambahan
L M;ﬂ?gzzhas:ratr;{:;?;ﬁsan AIS| BA = Surat Keputusan
P b2 i Pemeriksaan izin/ tidak
12 |Mengoreksi 8K atas Ya
permohonan  perceraian  dan - i-Q Konsep SK 7 Sur?ztirl':‘eh")duatﬁsan
memberikan paraf, | tidak
i I
13 |Mengoreksi SK _ atas Surat Keputusan
permchonan  perceraian  dan L Konsep SK 7 i/ tidak
menandatangani Va
T Henoiimen. Suel Feoen
dikFi)rirn ke aga Pemohan n— Keputusan 7 Bukti Pengiriman
p ] izinfidak
7 S
15 M_engarsnpk_an Surat Keputusan @ > Surat 7 Arsip
izin perceraian . j Keputusan
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